
 
 

Nomor : 557/PM.00.02/K.JI-12/09/2024 Madiun, 4 September 2024 

Sifat : Penting 

Lampiran : - 

Hal : Imbauan 

 
Kepada 

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun 

di,- 

Tempat 

 
 

A. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data 

dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran 

Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 

tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 

tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 

tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran 

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar 

Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang 

Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024; 

15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

 
B. Memperhatikan 

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024: 

1. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar 

Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di 

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 

2. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud 

ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih; 

3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana 

dimaksud dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko; 

4. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat 

pleno terbuka; 

5. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud terdiri atas; 

a. PPK; 

b. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

c. Forkopimda; 

d. Pemantau Pemilihan; dan/atau 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun



e. Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota 

6. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat memberikan masukan 

dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi 

disertai dengan bukti dokumen autentik; 

7. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana 

dimaksud, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar; 

8. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam berita acara 

yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

9. Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota; 

10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko 

Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko 

kepada: 

a. KPU Provinsi; 

b. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

c. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau 

d. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. 

11. Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud 

dibuat dalam bentuk salinan digital; 

12. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model-A Rekap Kabko sebagaimana 

dimaksud dibuat dalam bentuk salinan naskah asli; 

13. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud kepada 

peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital; 

14. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

berita acara; 

15. Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud harus memperhatikan 

pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur 

mengenai pelindungan data pribadi. 

 
C. Imbauan 

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Madiun 

Mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk: 

1. Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pelaksanaan 

Rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap; 

2. KPU Kabupaten Madiun menerima dan menindaklanjuti Saran Perbaikan serta 

Masukan dari Peserta Rapat Pleno; 

3. KPU Kabupaten Madiun menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan 

abjad dan memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi; 

4. Dalam hal, belum ditetapkannya Pasangan Calon dan/atau tim Pasangan Calon 

Kepala daerah pada Pemilihan Tahun 2024, agar dapat mengundang dari unsur Partai 

politik setingkat dalam pelaksanaan pleno DPSHP tingkat Kelurahan/Desa dan 
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Ketua, 

S. Widodo 

Kecamatan maupun pleno rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota; 

5. Bahwa segala jenis Pelanggaran dalam Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka 

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran (DPSHP) serta 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan Penanganan Pelanggaran 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 

 

 

 

Tembusan : 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan; 

2. Arsip. 
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